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UvLotto

Asal-muasal segala sesuatu adalah ilmu, dan ilmu yang paling 
bermanfaat adalah melihat/membaca perjalanan hidup Rasulullah 

dan para sahabatnya. Allah berfirman, "Mereka adalah orang- 
orang yang Allah beri petunjuk, maka ikutilah jejak hidayah

mereka."

( QS. al-An’am [61:90 ).

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan
sabar.

(Khalifah 'Uma)

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 
karenanya, ketika niatn}ra benar, maka perbuatan itu benar, dan 

jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk.

(Imam An Nawawi)

Kupersembahkan Kepada :

•> Agama, Bangsa dan Negara

❖ Kedua Orang Tuaku Yang Tercinta 

*♦* Saudara-Saudaraku Yang Tersayang
❖ My Beloved

*** Sahabat dan Teman-temanku 

♦> Almamater
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan penerus cita-cita 

bangsa dan sumber daya bagi pembangun nasional,- dalam rangkaperjuangan

mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu 

memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara 

Kesatuan Kepublik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, 

pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala 

kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam

berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada masalah

dan tantangan dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai penyimpangan-

penyimpangan prilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terhadap anak yang 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan 

ekonomi. Disamping itu terdapat pula anak yang karena sesuatu dan lain hal tidak 

mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik mental maupun 

sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai itu maka sengaja maupun tidak 

sengaja akan melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan 

juga masyarakat.
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Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak 

negatif dari pada perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang 

komunikasi dan informasi, kamajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan gaya cara hidup sebagian orang tua, telah mambawa perubahan sosial 

dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 

anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan 

bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri serta 

pengawasan dari orang tua wali atau orang tua asuh akan mudah terpengaruh dalam 

arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan 

perkembangan pribadinya.1

Pembinaan anak yang harus dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga dan 

keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak 

sejak kecil. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan si anak 

memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak, 

dan anak dapat mengutarakan segala persoalan dan pemecahannya. Disamping 

pembinaan di dalam keluarga, ada pula pembinaa di luar keluarga, seperti sekolah, 

sanggar kesenian, kursus-kursus keterampilan dan sebagainya,2

Hubungan antara orang tua dan anaknya merupakan suatu hubungan yang 

hakiki, baik hubungan psikologis maupun hubungan mental spritualnya. Mengingat

2 Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
Zakiah Daradjat, Problema Remaja di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm 219
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sifat dan ciri anak yang khas diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari 

orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau 

sifat dan kelakuannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu 

memisahkan anak dari orang tuanya, hendaknya agar tetap dipertimbangkan bahwa 

pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak sehat 

dan wajar.3

karena

Disamping pertimbangan tersebut di atas maka demi perkembangan mental 

anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman 

pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualiannya dari ketentuan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

pelaksanaannya, penahanannya ditentukan dengan kepentingan anak tersebut dan 

pembedaan ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang penjatuhan

pidananya ditentukan paling lama /2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana 

terhadap orang dewasa.4

Khusus mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, dalam Undang- 

Undang tersebut ditentukan berdasarkan pembedaan umur, yaitu bagi anak yang 

masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan suatu 

tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada suatu

4 AriefGosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Bandung 1984, hlm.29 
Wagiati soctodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3
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organisasi sosial, atau diserahkan pada negara, sedangkan bagi anak yang telah 

berusia di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana.

Mengingat dan sifat khas pada anak, maka perkara anak nakal wajib 

disidangkan pada pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum, 

dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, 

diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar- 

benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan 

laporan hasil penelitian kemasyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakat 

mengenai data pribadi maupun keluarga bagi anak yang bersangkutan. Dengan 

adanya hasil laporan tersebut diharapkan Hakim memperoleh gambaran yang tepat 

untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.6

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi 

anak nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Yaitu di dalam Proses penerapan pidana penjara 

dengan sistem pemasyaratan sebagai pembaharuan, penerapan pidana penjara 

diharapkan merupakan sesuatu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal pertama 

mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan 

mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru,

5 /bk/., hlm. 4
Gatot Supramono, Hukum acara pengadilan anak, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 85
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pada hal kedua mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan 

baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan membina dan 

mengembalikan kesatuan hidup terpidana agar menjadi warga masyarakat yang baik

dan berguna. Dengan demikian diharapkan terpidana dapat mencegah untuk tidak

8mengulangi perbuatan jahatnya.

Menurut R.M J akson mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk pidana 

relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan pidana 

dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan dengan rata-rata pengulangan atau 

penghukuman kembali (reconvicfion rate) bagi orang yang pertama kali melakukan 

kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Reconvicfion rate yang tertinggi, 

terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50% untuk mereka yang pernah dipidana, 

angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun kebawah, yaitu mencapai 

70%.9

caradan

yang

Disamping itu sering pula dipersoalkan akibat-akibat negatif dari pidana 

penjara. Kritik terhadap akibat negatif yang sering dilontarkan pada umumnya 

menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan

7 Bambang Poemomo, Pelaksana Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Liberty 
Yogyakarta, 1986, hlm. 13

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan 
Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996 hlm 94 

9 lbid.y hlm. 43
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menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang

berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.

Kritik yang cukup menarik dilihat dari sudut politik kriminal ialah adanya 

penyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat 

setelah mengalami pidana penjara; terutama apabila pidana penjara ini dikenakan 

kepada anak-anak atau para remaja. Sehubungan dengan hal ini sering pula 

diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik 

kejahatan.11

kemerdekaan tetapi juga

Selain itu, apakah dengan dilaksanakan pidana penjara tersebut pada anak 

dapat menginsyafkan anak akan perbuatannya, ataukah bahkan sebaliknya 

menjadikan ia penjahat kecil yang dapat belajar untuk melakukan sesuatu tindak 

pidana yang sebelumnya belum ia lakukan atau bahkan dapat menjadikannya sebagai

recidive.

Berdasarkan Pemikiran di atas penulis bermaksud untuk mengetahui lebih

jauh terhadap Sanksi Pidana Penjara terutama pada masalah anak nakal mengenai

tindak pidana yang diputuskan oleh Hakim dan pembinaannya selanjutnya

dituangkan dalam skripsi dengan judul:

“PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI ANAK NAKAL DI KOTA

PALEMBANG”

l0Ibid., hlm. 43-44 
n Ibid., hlm. 44
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B. Perumusan Masalah

Dari uraian singkat di atas telah memberikan gambaran mengenai 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi 

permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Bagi

Anak Nakal ?

2. Bagaimana Proses Pembinaan Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak

Nakal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan pokok-pokok pemasalahan

di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi

Pidana Penjara Bagi Anak Nakal.

2. Untuk Mengetahui Proses Pembinaan Terhadap Sanksi Pidana Penjara

Bagi Anak Nakal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi pemerhati masalah hukum terutama yang terkait berbagai macam 

tindak pidana, yang diharapkan bagi pemerintah dan aparat penegak
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hukum, agar dapat memberi aturan yang lebih jelas, khususnya dalam 

pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

dengan tidak mengorbankan hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap 

anak.

2. Manfaat praktis adalah memberikan masukan kepada para praktis dan 

aparat penegak hukum, agar dapat lebih mempertimbangkan tidak hanya 

dari segi yuridis formal semata-mata akan tetapi juga dari segi filosofis, 

sosiologis, psikologis dan edukatif dalam menangani perkara anak nakal, 

selain itu diharapkan bagi masyarakat, agar dapat bekerjasama dengan 

lembaga pembinaan dalam mengembalikan jati diri dan kemampuan

bersosilisasi anak dimasyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat dan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang perlu ditegaskan bahwa 

ruang lingkup yang akan diuraikan adalah mengenai penerapan sanksi pidana penjara 

bagi anak nakal di kota Palembang. Untuk itu titik berat permasalahan akan dilakukan 

dari aspek penerapan sanksi pidana penjara bagi anak nakal di kota Palembang dan 

sekaligus tentang pembinaan yang dilakukan terhadap anak tersebut.
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F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan, 

maka bentuk penelitian ini adalah bersifat deskriptif analistis, yaitu menggambarkan 

tentang penerapan sanksi pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak 

pidana di kota Palembang. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

“yuridis sosiologis/ empiris ”

Pendekatan yuridis digunakan karena ingin memperoleh pengetahuan yang 

bersifat teoritis, konsepsi, serta isi kaedah hukum yang berkenaan dengan penjatuhan 

pidana penjara yang digunakan untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pendekatan sosiologis digunakan untuk

melihat penerapan dari pemidanaan tersebut dalam praktiknya.

2. Jenis dan Sumber Data

a Jenis Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperlukan 

untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan sanksi pidana penjara 

bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana dalam praktek dilapangan, 

khususnya dalam wilayah hukum kota Palembang, 

b Sumber Data:

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dari 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.
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2. Data Sekunder

Sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan 

melakukan penelitian kepustakaan (library resecirch), yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer.

Data

b. Bahan Hukum Sekunder.

1. Perkara Pidana No : 699/Pen.Pid.B/2006/PN.Plg.

2. Pekara Pidana No. 1368/Pen.Pid.B/2005/PN.Plg.

c. Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data yang relevan dalam 

pembahasannya. Cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer, yakni suatu riset yang

dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung wilayah hukum yang menjadi

objek penulisan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Dalam riset ini

penulis menggunakan dua cara yaitu:

a. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung 

pada objek penelitian dilapangan. 

b. Teknik Wawancara
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Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak 

yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih 

jelas dan akurat.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan 

pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dari literature, yurisprudensi, majalah- 

majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah-masalah yang

diteliti.

Tujuan dan kegunaan studi atau data kepustakaan pada dasarnya adalah

menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui

apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan 

pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Berdasarkan fungsi kepustakaan, di bedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

1) Acuan Umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi 

lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, dan 

sebagai nya.

2) Acuan Khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terhadap yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan 

penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.12

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
hlm.112.
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4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum di Pengadilan Negeri 

Kelas IA Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kias IIA Palembang, 

dengan asumsi telah ditemukan kasus-kasus tentang anak nakal yang melakukan 

tindak pidana, sehingga lokasi penelitian yang dipilih ini menurut penulis sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti,13 

maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anak pelaku kenakalan, 

aparat pemutus dan aparat yang melakukan pembinaan terhadap anak nakal.

2. Sampel

Menurut Soeijono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah: “setiap 

manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk 

terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti”.14 

Sedangkan pengertian sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 

“sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih 

besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh 

informasi seluruhnya”.15

13 lbid, hlm.121
Soeijono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.172 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 872
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Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, dengan alasan; Responden terlibat langsung dalam penerapan 

pelaksanaan putusan pidana penjara.

Adapun Responden dalam penelitian ini adalah :

a. 1 Orang Hakim Anak Pengadilan Negeri Kias IA Palembang.

b. 1 Orang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kias IIA Palembang.

c. 1 Orang Kepala Seksi Binaan Anak D klik Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Kias IIA Palembang.

d. 1 Orang Staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kias

IIA Palembang.

e. 2 Orang Narapidana Anak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kias IIA

Palembang.

6. Analisis Data

Analisis Data yang dilakukan secara kualitatif terhadap data-data yang 

diperoleh, untuk menggambarkan penerapan sanksi pidana penjara bagi anak nakal 

yang melakukan tindak pidana, selanjutnya data-data yang terkumpul disusun secara 

deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 

memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data 

skunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan 

menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan 

pemecahan masalah serta dapat menjadi masukkan bagi aparat penegak hukum.

cara
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